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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N

Nomor 103/Pdt.G/2015/PA.Pwl

�الرحمن�الرحيم الله � �بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat  yang 

diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan 

wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, 

Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan 

wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cappa Ujung Kota 

Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan. 

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 9 Maret 

2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register 

perkara Nomor 103/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal  9 Maret 2015 yang pada pokoknya 

berbunyi sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 

hari Jum'at tanggal 31 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 

1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/05/IX/2012, tertanggal 6 

   

Hal. 1 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Hal. 1 dari 13 Put. No. 103/Pdt.G/2015/PA. Pwl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat 

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ujung, Kecamatan Cappa 

Ujung, Kota Parepare selama 1 tahun.

3 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri, 

tetapi belum dikaruniai anak (ba’da dukhul).

4 Bahwa pada bulan September 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu 

memberikan kepuasan kepada Pengggat dalam hal berhubungan suami istri.

5 Bahwa pada bulan Agustus 2013, puncak terjadinya perselisihan dan 

pertengkaran disebabkan Tergugat tetap saja tidak mampu memberikan 

kepuasan terhadap Penggugat dalam hal berhubungan suami istri dan bahkan 

Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya memberikan 

biaya untuk membeli kosmetik.

6 Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan 

Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat.

7 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 

bulan dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat pernah 

diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil dan selama itu pula 

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

8 Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak 

ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan 

terbaik.

9 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera 

Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada 

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat 

dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan 

untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini 

berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat 

(PENGGUGAT).

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan 

putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai 

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat 

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan 

Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan 

perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang 

menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan yang 

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan 

ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dalam 

perkara ini tidak diadakan mediasi.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat  

agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya 

persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan 

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Hal. 3 dari 13 Put. No. 103/Pdt.G/2015/PA. Pwl
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti 

surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/05/IX/2012, tertanggal 6 

September 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, 

Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan 

dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi 

yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam,  pekerjaan urusan rumah 

tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cappa Galung, Kelurahan Cappa Galung, 

Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut:

• Bahwa  saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung 

saksi sedangkan Tergugat menantu saksi.

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua 

Tergugat di Kelurahan Ujung, Kecamatan Cappa Ujung, Kota Pare-Pare.

• Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun berumah tangga namun belum  

dikaruniai anak, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat 

tinggal sudah lebih satu tahun.

• Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi 

meninggalkan Tergugat setelah sering bertengkar, tetapi saksi tidak pernah 

melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun menurut keterangan 

Penggugat karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan tidak mampu 

memberi nafkah bathin yang memuaskan kepada Penggugat.

• Bahwa penyebab Tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin kepada 

Penggugat karena Tergugat mengidap penyakit lemah sahwat dan hal tersebut 

tidak dibantah oleh Tergugat karena saksi pernah mengantar Tergugat untuk 

berobat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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• Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak 

pernah menemui Penggugat demikian pula Penggugat tidak pernah menemui 

Tergugat.

• Bahwa saksi selaku orang Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan 

Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam,  pekerjaan pedagang, bertempat 

tinggal di Makkombong, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten 

Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 

• Bahwa  saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi 

sedangkan Tergugat ipar saksi.

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua 

Tergugat di Kelurahan Ujung, Kecamatan Cappa Ujung, Kota Parepare, dan 

awalnya Penggugat dan Tergugat rukun berumah tangga, namun belum  

dikaruniai anak.

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu 

karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan sering terjadi 

pertengkaran.

• Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan 

Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat dan 

saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi pernah 

melihat suasana tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang 

tua Tergugat di Kota Pare-Pare.

• Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak 

pernah menemui Penggugat demikian pula Penggugat tidak pernah menemui 

Tergugat.

• Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi 

tidak berhasil.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Hal. 5 dari 13 Put. No. 103/Pdt.G/2015/PA. Pwl
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Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu 

apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan 

mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian  putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang 

termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk 

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang 

sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau 

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Jurusita Pengganti 

Pengadilan Agama Parepare telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu 

halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. 

perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan 

sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 

1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian majelis tetap 

berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan 

Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian 

dengan Tergugat pada pokoknya bahwa pada bulan September 2012 rumah tangga  

Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan 

Tergugat tidak mampu memberikan kepuasan kepada Pengggat dalam hal 

berhubungan suami istri,  dan pada bulan Agustus 2013 puncak terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tetap saja tidak mampu 

memberikan kepuasan terhadap Penggugat dalam hal berhubungan suami istri dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya 

memberikan biaya untuk membeli kosmetik, setelah pertengkaran tersebut, 

Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua 

Penggugat, dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan dan 

selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk 

dirukunkan, namun tidak berhasil dan selama itu pula Tergugat tidak pernah 

memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak 

menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini 

menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (Lex Spesialis), sebagaimana 

ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan 

Penggugat maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan untuk 

membuktikan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan 

hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan 

dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat  sebagai suami 

istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah 

mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk 

perkaranya.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh 

pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah 

dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan 

antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa 

Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya 

memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara ini.

Hal. 7 dari 13 Put. No. 4/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Hal. 7 dari 13 Put. No. 103/Pdt.G/2015/PA. Pwl
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Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mempunyai 

hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah  disumpah, sehingga 

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat 

mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri 

dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi 

kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang 

lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan 

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

  Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua 

terbukti fakta kejadian sebagai berikut: 

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua 

Tergugat di Kelurahan Ujung, Kecamatan Cappa Ujung, Kota Parepare dan 

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun belum  

dikaruniai anak.

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun 

lebih dikarenakan sering terjadi pertengkaran.

• Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak 

pernah menemui Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah menemui 

Tergugat.

• Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi 

tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

• Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah 

(Broken Mariage) dan tidak mungkin dipertahankan lagi.
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• Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah 

tangganya.

• Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, 

dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi  

Penggugat.

• Bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat saat ini telah merusak kerukunan rumah 

tangga  Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan 

perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut tidak sejalan dengan tujuan 

perkawinan yang terkandung dalam Al-quran surah ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai 

berikut:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum 

yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak sejalan dengan  maksud 

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan 

bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa 

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/

AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang 
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suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak 

lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat 

meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi.  

Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan 

alasan perceraian.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat 

sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi 

yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 

selama selama satu tahun lebih dan tidak pernah lagi kembali rukun sebagai 

pasangan suami istri,  maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah 

sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar’i 

dalam kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi: 

 & ' () *+ ,-./  0 .1  (2 3 45* 63 45*+ 678 9  : ;/  ;<= + > +4

.6) .1

Artinya: “Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, 

maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ".

Dan dalam kitab Fiqh al-Sunnah: 

 ? +@</ + 4A B63 45*+ 6C-7D & ' () *+ E ;* (F +G / H I <7J +KLM
 N -D O@P Q*+ : +4H ,QR  S (T U V  (W R  X+YUV + > (Z4  B[ 45*+
 (2 ) .1  (W 2 C-D \ ] ^ V + N /  & ' () *+ 5_ / 4  (W 2 *(̀ RA

.6Ca(D 6) .1
Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada 

bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami,  dan isteri merasa 

menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak 

berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu 

ba'in".
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,  

maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c 

Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in sughra 

Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah 

(waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) 

Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan 

untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana 

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di 

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka 

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara 

ini.        

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Hamka Umar, ST bin H. Umar 

Palu) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan 

salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali 

Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Cappa Ujung, Kota Pare Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, 

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
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5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah       Rp 

441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 9 Juni    2015 M., 

bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1436 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., 

M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi      Fajri, S.HI., M.HI. dan 

Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan 

tersebut diucapkan  dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. 

As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat.

Hakim Anggota,       Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.     Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

                        

Zulkifli, S.EI     Panitera Pengganti,

 Drs. M. As'ad 

Perincian biaya:

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  ATK Perkara : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 350.000,00

-  Redaksi : Rp 5.000,00

-  Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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